
PRESIDEN
REPUBLIK INDON

KEruTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ITTAHUN 2O1O

]TNTANG

PERSFTI{UAN PERIIBAHAN

ANGGAMN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA.

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional

Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal ZS Apnl ZOIO

di Jakarb" telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai

pengganti Anggarun Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Kzmar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006;

bahwa atas perrnintaan Kamar Dagang dan Industri, dan

sesuai dengan ketentuan Undang-IJndang Nomor I Tahun

1987 tentangl(a,mar Dagang dan Industri, dipandangperlu

unfuk mengesahkan perubahan Anggamn Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga l(zmar Dagang dan Industri yang

baru tersebut dengan Keputusan Presiden;

Meng;ngat : 1, Pasal 4 ayat (1) Undang-Un dang Da.sar Ig4S sebagaimana

telah diabah dengan perubahan Keempat tJndang-tJndang

Dasar l94S:

2. Undang-undang...
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Undang-undang Nomor I Tahun l9a7 tentang Kamar

Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahvn 1.987 Nomor 8, Tambahsn l*mbaran Negara Nomor

s346);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TDNTANG PERSffUJUAN pERUBAHAN

ANGGAMN DASAR DAN ANGGAMN RUMAH TANGGA KAMAR

DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal '1.

Menyetujui Wrubahan Anggaran Dasurr dan Angaran Frtmah

Tangga Kamat Dagang dan Industri hasil Keputusan

Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri

Nomor Skep/008,/Munassw,/N/IOLO,tanggal 25 April 2OIO dr

Jakarta, sebagaimana terlampb dalam Keputusan Presiden ini.

Pa$aI2

Dengan berlakunya lGputusan Presiden ini, Keputusan Presiden

Nomor 16 Tahun 2OOG tenfnng Persetujuan Perrfuahan

Arrggaran Da.sar dan Angg;aran F.nmah Tangga K,anar Dagang

dan lndusfi, dtcr;bttt dan dtnyaio,kan tidak berlaku.

Pasal 3....
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Pasal s

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal drtetaphan.

Dibfa;pkandtJakzfia

pada bnggal 23 Agushts 2OlO

PRESIDEN REPI.JBLIK INDONESTA.

nd.

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPI,JBLIK INDONESIA

NOMOR : lTTAHttN 2010

TANGGAL : 25Agustus2OIO

ANGGARANDASAR

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

MI.IKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadad sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang
tangguh merupakan triang punggang perekonomian nasional yang sehat dan d.inamis
daLam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyaf, serra
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangv dalam upaya menrng!<atkan ketahanan
rasional dalam Wrcataran Wrckonomian regSonal dan furtenrasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat pasal 83 lJndang-tJndang Dasar l94S sebagai
landasan konstifusional pembangtnan di bidang ekonomi, maka pengu..saha Indonesia
dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transpa ran, dan profesional, serta produktif
dan inovatif harus men-rbina dan mengembangkan kerja sanra sinergistik yang
seinrbang can selaras.. baik sektoral dan iintas-sekto ral, antar-skala, daerah, nasional
naupun internasional, dalam nngka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis
unruk nrendorong penlerataan kesempatan berusaha yang seluas-lu asnya bagi dunia
usaha Indonesia dalam ikut serla melaksan akan pembanganan nasiortaL dan daerah di
bidang ekonomi,

undang'undang Nomor 1 Tahtm lg87 tentang Kamar Dagang dan Industri
nrenetapkan bahwa seluruh pengasaha Indonesia dr bidang usaha negara, usaha
koperasi dan usata swasta secara bercama-sama membenfuk organisasi Kamar Dagang
dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, infornasi,
representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengasaha Indonesia, dalam rangka
mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing hnggi yang
beftumpu pada keunggalan nyata sunrber daya nasional, yang memadukan secara
seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala

txahar,,,
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usaha, dan antal-daera1n.. dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan

kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percabtran

perekonomian gJobal dengan berbasis pada L,ekuatzn daetah, sektor usaha, dan

hubttngan htar negei.

Atas berkat rahmat Tvhan Yang l\Laha Esa dan didorong oleh keinginan hthar, pam

pengasaha Indonesira dr bidang uwha negara, usaha koperasi dan usaha srasta sebagai

pelaku ekonomi, men)rusun Angamn Dasar dan Anggamn Rumah Tangga Yamar

Dagang dan Industri.

BAB I

KET'ENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia ya:ng memegang kekuasaan

penreitriahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daLam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah

Gubernur, Bupatt, dan Walikota dan pemngJ<at daerah sebagai unsur

peny elenggar a pemerintah daerah,

b, Kamar Dagang dan Industri adaLah satr wadah bagi pengusaha Indonesia dan

mentpakan induk organisasi dari Organis asi Penxahaan dan Organisasi Pengusaha

yangberperan al:tif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.

c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum

yang menjalankan suafu jenis perusahaan,

d. Perusahaan adalah setiap benfuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang

bersifat tetap dan terus menerus, didrrikan, bekerja, dan berkeAtd*an dt dalam

wilayah Negara Republik Indonesia sertz berfltjuzn memperoleh lcewttangan atau

manfaat dan/ atzu laba,

e. Usaha ...
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Usaha adalah setiap findakan, perbuatan, dan/atau kegSatan dalam bidang

perekonomian yang dilalrl.;Jr.an oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh

keuntungan ataa manfaat dan/ atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang

bersangkutan.

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan

Kerja Sanra Bisnis, atau nama apapun yang sentpa, adalah wadah persatuan dan

kesatuan para Wngusalw, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan

Wrataran perundang-vndangan yang berlaku atzs dasar kesamaan hrjuan, aspirasi,

shata kepengusahaan, abu ciri-ciri alannah terlentu, atau wadah konsultasi dan

komunikasi antatz pengavta Indonesia dengan pengumha as:l:rg dai suatu negara,

bersifat intenrasional, nasional abu daerah yang dalam kegpabrnya ber sifat ntrlaba,

dan nremiliki Anggaran Dasar dzn Angaran Frrmah Tangga yang sejalan dengan

Undang-Undang Nomor I Tahun 1987 tentungKamar Daga g dan lndustrl.

Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, ata;lt nama aqpvn
yanS serupa, adalah wadah persatuan dan kesataan dan pensahaan-perusahaan

Badan Usaha Milik Negara, Badan tJsaha Milik Daerah, Badan lJsaha Koperasi

maupun Badan UsaLn Swasta, atav wadah komunikasi dan konsultasi antara

Wrusr,haan Indonesia dan prumhaan asing dari sesuzrtu negararyang drdirikan secara

sah berdasarkan ketentuan prrafuran prundang-undangan yang Lr-rlal<u atas dasar

kesamaan jenis usaha, mab dagangan atav ja.e yang dthasilkan abtr yarrg

dtprdagang]<an,lrrrr/rfat nasional abapxr daemh, yarg daiam kegSakrwrya berrifat

ntrlaba, dan memiliki !$tgguan Dasat dan Rumah Tangga yang sejalan

denganUndang-Undang Nomor I Tahun L987 tentungKamar Dagang dan lrdustri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMI\O adalah peraxhaan yang modal dan sa,hamnya

baik seluruhnya mavpun rr,bagran besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan
berdasarkzn ketenfuan perafi)ran pen:rrdang- undangan yang berlak a,.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adaLah perusahaan yang modal dan sahamnya

baik seluruhnya mavpur. sebag1an besar dimiliki oleh pemerintah Daenh, yang
didirikan berdasarkan ketentuan Wratvran perandang-vndangan yang berlaku.

f.

h.

j. Badan...
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j. Badan lJsaha Koperasi adalah badan usaha yang berunggotakan orung

perseorangan atzu badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerd<an ekonomi ta,$at yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan btdasrkan ketenfuan

pemtur an perundang-undangan yang berlaku.

k BaAan Usaha Swasta adalah perttsaha,an yang tidak termasuk BUMN atau BUMD

dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang Wtsc,otangan atau

sekelompok otarLg, yarrg didirikan br-rdosu;rkan ketentuan perataran per,xrdang-

wdanganyangberlaku,

l, Badan dan/ atau Lembaga adalah organisasi internal Ya nrar Dagang dan Industri

yang dibenfuk berdasa*an Wraturru,'r atau keputusan Dewan Pengurus l(amar

Dagan1 dan Industri Indonesia/Provinsi/l@bapaten/Yrota, dengan tujuan, fungsi

dan tugas tertentu dalam mngka pengembangan dunia usaha nasional dan/ atau

meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang tnternasional.

m. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus

an1gota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pengsaha

atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada hwwf c dan huruf d.

n. Anggota TercaIat, disingkat AT, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri

berstatus an1gota tercatat yang belum memiliki hak dan kewajiban sebagai AB

terdiri atas pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan

hunrf d.

o. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB., adalah organisasi pengusaha dan organisasi

pentsahaan yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri sebagaimana

dinraksud huruf f dan huruf g.

p. Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALVI, adalah organisasi pengu.vha atau

organisasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar

Biasa lGmar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf f dan

huruf g.

BAB II ...



BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KE\JA DAN WAKru

Pasal 2

Nama

(1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, yang untuk selanjuhrya

disingkat Kadin.

(2) Kamar Dagangdan Industri pada tin9kat nasional dinamakan Kamar Dagang dan

Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut

Indonesian Chamber of Commerce and Industty, disingkat ICCI.

(3) Ibmar Dagang dan Indusri pada ttngkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan

Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan

dalam bahasa Inggris disebul Chamber of Commerce and Industry, disingkat CCI

didahuLui nama provinsi di deparmya,

(4) liurmar Dagang dan Indusfri pada nngkat daeruh kabupaten/kota dtnamakan

Kamar Dagang dan Industri lbbwpaten/Kota, dising$at IGdin, diserlai dengan

nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalarn bahasa lnggns disebut

Charnber of Commerce and Industry, disingkat CC! didahului nama kabupaten/

kota di depannya,

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1) Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Kadtn provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atav di

salah saf,t pusat kegiatzn ekonomi di provinsi yang bersangkutan.

(3) Kadin kabvpaten berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkutan, atau di

salah sattt pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yangbervng]<utan.

@) l<adin kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

Pasal 4 ..,
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Pasal 4

Daerah Kerla

(7) Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia.

(2) Daerah kerja Ikdin provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang

bersanglantan.

(3) Daerah kerja Kadin labupaten/kotz meliputi seluruh wilayah kabapaten/kota

yang bersangkutan.

Pasal 5

Waktu

Kadin didirikan pada tanggal 24 September L968, dan berdasatkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1987 tentang I(amar Dagang dan Industri ditetapkan sebagai sat.t-

sahrnya Kamar Dagang dan Industri, dan didinkan untuk jangka waktu yang tidak

ditenfukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN, DAN TIIUAN

Pasal6

Asas

IQdin berasaskan Pancasila,

Pasal 7

landasan

IGdin berlandaskan:

Undang-Undang Dasar 79 45 sebagai landa*an konstitusional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 te tarlg l<amar Dagang dan Industri

sebagai landasan struktural;

Program pemb ar.ganan nasional se,bagai landasan pemb a\gunan)

Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

Pasal 8 ...

a,

b.

d.
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Pasal 8

Tujuan

liurdin befiujuan mewujudkan dwia usaha nasional yang ktwt, berdaya cipta dan

berdaya satng dnggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

a, membks dan mengembangkan kemampuan, kegatan dan kepentingan

pengasaha Indonesia, sertz memadrtkan secara seimbang keterkaitan anta*

potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha

swasta, antar-sektor dan antavskala, dalam rungfu mewujudkan kehidupan

ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tefiib berdasarkan Pasal 33

U ndzng- U ndang D asar 1 I 4 5 ;

b. menciptakan dan mengemb ang$an iklim dunira usaha yang kondusif, bersih dan

transparan yang memungkintan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagS

pengasatw Indonesia sehingga dapat berpe:ran setfu sesata efeltif dalam

pembangunan nasional datam tatanan ekonomi pa.nr dalarn percaturan

perekonomian global.

BABW

FL'NGSI.TUGAS POKOKDAN FNKA BISMS

Pasal 9

fungsi

Ikdin berfungsi sebagai wadah dan walwna komunikasi, informasi, representasi,

konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengasaha Indonesia, antara para pengusaha

Indonesia dan pemerintah, dan antara pan pengavha Indonesia dan para pengasaha

asing, mengenai lwL-hal yang berkaitan dengan masalah perdaganga.n, perindustrian,

dan jasa dalam artt luas yang mencakup seluruh kegqatan ekonomi, dalam rung$a

membenfuk iklim waha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan

sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

Tugas Pokok

Untuk mencap ai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal. 3 Undang'Undang Nomor 1

Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, sefia Pasal 8 dan Pasal I Anggaran

Dasar,Yadin mempunyai tugas pokok sebagaimarut dimaksud Pasal 6, Pasal 7 danPasal

8 rJndang-rJndang Nomor I Tahun 7987 tentangKamat Dagang dan Industri, serta:

a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar Indonesia daTam pemen*wn

kebutnhan stxrtber daya;

b, melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam

rangka mewakili kepeningan dttnia usaha;

c. mewakili dunia usatw dalamberbagai forum penentuan kebijaJsanaan ekonomi;

d. nremfasilitasi pengembangan tangang jawab sosial perusahaan;

e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yangbaik (good corporate

govern ance) dr Lalangan d;.xria usaha;

f. membina dan memberdayakan organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

sehingga mampuberpemn opimal dalam pembangnan &mia asaha;

g. memberikan akreditasi kepada Organtsasi Perusahaan yang akan menerbitkan

sertifikat sesuai dergan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;

h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan,

penengahan, arbiftase, dan rekomeridasi mengenai usaha pengusaha Indonesia

termasuk legalisasi swat-surat yang diperlukan bagp kelancaran usahanya;

i. melaksanakan tagas-tvgas yang dibenkan oleh pemerintah, serta

mempe{uangkan berbagai peLimpahan wewenanS sesuai dengan semangat dan

jiwa |Jndang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentzngl(amar Dagang dan Industri;

j. nreningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di

bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, Sumber Daya Manusia

(SDM), Manajemen Kendali Mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan

sebagainya;

k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru sefia

mengembang\<an bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun

internasional.

Pasal I 1 ..
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Pasal 11

PembagSanPeran

untuk keefelr:tifa n pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaftsud Pasal 10 AnSEaJ€:rl

Dasar, pembagsan peran lGdin, Organisasi Perusahaan dan organisasi Pengasaha

aAalah sebagai berikut:

a. Kadin menangani h^l-hal yang bersifat lintas-sektoral betdasrlan prinsip asas

beimbang;

b, Organisasi Perasahaan menangari hal-hal yangbtsrfat sektorall

c. Organisasi Pengusaha menangari haI-hal yangbersifat kesanaan aspirasi'

Pasal !2

Etika Bisnis

Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengskat bags

para ang4otanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 13

Bentuk

Kadin sebagai wadah pengasaha,, baik yangbergabung maupun yang tidak bergabung

dalam Organisasi Perusahaan dan/ atau Organisasi Pengasaha adalah organisasi yang

berbentuk kesatuan dan r,ersatuan,

Pasal L4

Sifat

IQdin bersifat mandiri, bt;Jran organisasi Pemerintah, bt;Jran organisasi politik

dan/ atar ndak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak

mencari keuntungan,

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Stnrktur dan Hubungan Kerja

(1) organisasi Ikdin terdiri atas:

a, Di ttng$at nasional disebut Kamat Dagang dan Industri Indonesia, disingkat

IQdin Indonesia;

b. Di tingkat provinsi disebut lGmar Dagang dan Industri, disingkat I(adin, dan

disertai dengan nama provinsi yang bercangtollanl

c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut I(amat Dagang dan Industri disingkat

Ifudin, dan disertai nama kabupaten / kota yang bersangkutan.

(2) Di tingkat nasional hanya aAa saht l(amar Dagang dan Industri, yaita l(a,dtn

Indonesia.

(3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu lQdin

Frovinsi.

(4) Di setiap kabupaten/kota hanya aAa satu Kamar Dagangdan Industri, yaitu IGdin

Kabupaten/Kota,

(5) Kadin Indonesia, Ikdin Provinsi dan l6din \{abupaten/Kota bemAa daLam satu

gais hubungan jenjang dalam struktur organisasi.

(6) Kadin Indonesia bertanggang jawab alzs penyusunan dan pelaksanazn Program

Umum Organisasi sebagai Garis Besar Prcgram Tingkat Nasional sesuai dengan

Keputusan Musyawarah Nasional.

(7) Kadin Provinsi befianggang jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program

Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan

keputusan Musyawarah Provinsi y ang ber sangkutan,

(8) Ikdin Kabttpaten/Kota bertangga:ng jawab atzs pen)usunan dan pelaknnaan

Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat l(abvpaten/lbta

sesuai dengan keputusan Musyawarah l(abapaten/ l(clta yangbersang$utan.

(9) Dalam...
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(9) Dalam memperkuat dan memajukan dtmia usatta, bebetapa lGdin

Kabttpaten / Kota dapat melal<ukan penggabwtgan iika:

a. l/vrdin Labvpaten/kota penenmaan keuangannya |l;dak dapat membiayai

kegpatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1o lutggaran Dasarl

b,DaemhkerjaKadinyansbersaburtlrnerupakanlu|ayahperekonomianyang

sama"

c. l(ota bercda di dalam wilayah V'abupaten.

(10) Dalam mengembangka n dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya,I(g;din

Provinsi menjalankan:

a. fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator pening$atan

kemampuan IGdin KabuPate n/ Kota;

b. fungsi memberdayakan organisasi Penxahaan dan organisasi Pengusaha

sehingga mampu berperan optimal dalam pembang'tnan dwia usaha di

tingkat provinsi.

(11) Datam mengembani$an dan memajukan duna usaha dt wilayah keqanya, Kadtn

llabtpaten/Kotamenjalankan:

a. fungsi pmbinaan petwsahaan/pengasaha berdasarkan sektor ekonomi/

bidang usaha dalam h,emngsa pembangunan duna usaha di tingkat

kabupaten/kota;

b. fungsi memberdayakan Organisasi Perasatnan dan organisasi Pengusaha

sehingga mamp:u berperan opfirr.a'l dalatn pembangttnwt &trua usaha di

ingkatkabupaten/kota.

Pasal 16

Perangla.t

(l) Perangkat organisasi l&din Indonesia terdiri atas:

a. Musyawarah Nasional;

b. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

c, Dewan Petttmbangan lGdin Indonesia;

d Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

(2) Perangkat'
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(2) Penngkatorganisasi IGdin Provinsi danlbdinlhbvpaten/Kota terdiri atas:

a. Musyawarah Frovinsi/Kabvpaten / l(otai"

b' Dewan Penasehat lGdin Provinsi /lhbvpaten/Kota' sesuai dengan kebutuhan

daerah;

c.DewanPertimbanganlkdinProvinsi/|bbupaten/Kota;

d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi /lbbupaten/l(da'

(3) Dewan Pertrmbangan dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangka't dan

diberhentikan oleh dan bertangio,,'g jawab kepaaa Musyawarah Nasional/

Provinsi/Kabup aten/Kota masing-masing ' 
yalg teta catarlya betdasarlan

Anggaran Dasat dat Anggann Rumah Tangga'

Pasal 17

MusYawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas' adalah petangkat organisasi lkdin

Indonesia sebagai Tembaga perwakilan ar14ot^ dan mervpakan lembaga

kekuasaan tertinggi lbdin'

(2) a. Munas diselenggarakan sahr kali dalam lima tahun oleh Dewan Pengurus

Ikdin Indones ia dan peraksanaanrya paring cepat dtn btaan seberum dan

paling lambat dua bulansesudah masa jabatankepengurusannya berakhir'

b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberitahuka n secara tertulis rencana

penyelen5Saman Munas selambat-lambatnya dua bulan sebelum

pelaksanaannya kepada penngkat organisasi Ikdin Indonesia' Kadin Provinsi

dan Anggota Lvar Biasa Kadin Indonesia'

(3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau'

(4) Peserta Munas terdiri atas:

a. AnSSota Biasa yang diwakili oleh utusan AnSSota' yaitu:

a.l. PataKetua Unum Dewan Pengurus lbdin Provinsi secata ex-officio'

a.2. lJrr)san anSSol;- provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus

I*ngkap lQdin Provinsi yang dtagendakan khusus untuk itu menjelang

Munas, sebanYak dtn orung;

b. An88ot4 "'
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b, Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh ufusan Organisasi Petusahaan dan

Organisasi Pengusaha TinSk4t Nasional yang dipilih melalui konvensi

menjelang Munas, dan dtatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

d. Dewan Pertrmbangan lGdin Indonesia; dan

e. Dewan Pengurus lGdin Indonesia.

Peserta sebaga.imana dimaksud hurul a danb adalah Peserta Penth.

Peserta Munas harus memiliki l(a;rtu Tanda Anggota Biasa (KIA-B) Y'.adtn yang

masih berlaku.

(5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatar dalam Anggaran Rumah Tangga.

(6) Hak peserla Munas:

a. Peseria Penuh sebagaimana dirnaksud ayat (4) huruf a dan huruf b

mempunyai hak suara,hakbican, dan hak dipilih;

b. Dewan Penasehat lGdin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

c. Dewan Pertimbangan lGdin Indonesia mempunyai Lo,kbicara dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus lGdin Indonesia mempunyai hakbicaru danhak dipiLih.

(7) Kewajiban peserta Munas adalah menaatr dan melaksanakan semua ketentuan

Anggaran Dasar dan lvggaran Rumah Tangga serta tata l.ertib dan kefentuan-

ketentuan lain mengenai penyelengg;araan Munas, sepanjang tidak bertenbngan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(8) Munas mempunyai wewenang:

a, menetapkan dan mengesahkan penyempurnaen atau perubahan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau mengamanatkan

penyelenggaruan Munassus untuk menetapkan penyempunaan atau

pentbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal

b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungSawaban atas

pelaksanaan Ptogram Umum Organisasi, keua4gan, dan petbendahaman dai
Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta pertanggungiawaban pelaksanaan

lrryas dari Dewan Penaselwt dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

c. menetapkan ,..
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c. menetzrpkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Prcgralr:.

Organisasi Tingkat Nasional;

d. nrenetapkan kepuhrsan untuk menyelesaikan pertnasalahan organisasi dan

nrasalah-masalah penting lainny a;

e. memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(9) a. Pemilih an dan pengang$atan Dewan Penasetat, Dewan Petltmbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimarn dimaksud ayat (8) huruf e

dilakukan melal:uii sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin

Indonesia yang sekaligus merungSap ketua formatur , dan empat orang anSSotA

forrnatur.

b. Fonnatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang

untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pertinrbangan dan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

c. Dewan Pertin.rbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan

mengutarnakan nama-nama dan daftar nama calon yang disusun oleh Dewan

P ertimbangan lGdin Indonesia.

d, Tatzcara pemilihan Dewan Penasehat, Dewan Perttmbangan, dan Dewan

Pengurus Kadin Indonesia diatw dalam Anggaran RwnahTangga,

( 1 0) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jil<a dihadirr oleh lebih dari sant per

dua dari jumlah Peserta sebagaimana dimaksud ayat @) huruf a danhuruf b dan

keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggoia jika disepakati

secara musyawanh atau oleh suara terbanyak dari peserla yang plilVa hak suzra

yanghadir dalam Munas.

(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam,

(12) a. Jika, sesudah penundaan sebagaimana dimakud ayat (L1) kuorum belum juga

terc,apai tebpi dthadin oleh sekuung-kurangnya satu per tiga dari jumlah Peserta

Pewth sebagatmana dimaksud ayat (4) huruf a danfuJlltf brmal< M1lll.as E@p

dilangsungkan dan semua keputusan yang dianrbil adaJah sah dan mengjlat

organisasi dan anggota jika disepakati secara muElawarah abu oleh san
terbanyak dari peserb yangpunya hak suan yarghadir dalam Munas.

b. Jika...
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b, Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (ll) yanghadir kurang
dari satu per ttga dai jamlah peserra penuh sebagaimana dimaksud ayat (4)

lruruf a dan huruf b, naka Munas ditunda palinglama tigabubn,dan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia segera menjadwalkan kembali penyelengaraan
Munas dan mengirimkan pembeitahuan dan undangan kembali menghadiri
Munas kepada peserta dan peninjau Munas.

c. Jika sesudah penttndaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum ndak juga
tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua kepufus an yang diambil
adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara

nrusyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suan
yanghadir dalam Munas,

(13) Khusus untuk penyempuft.man atzu perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah rangga, Munas dinyatakan mencapai kucirum dan sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya dua per nga dat', jumlah peserta penuh rebagaimana
dimaksud ayat (4) hurul a dan huruf b, dan keputusannya dinyatzkan sh dan
mengikat organisasi dan anggota jika disepakaii *cara masyawarah ab.'u oleh
suata terbanyak dai peserta yangpunya lwk suam yanghadrr dabm Munas.

Pasal 18

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang
diseLenggarakan di luar jadwar berkara Munas untuk meminta
pertanggangsawaban Dewan pengurus l&din Indonesia mengenar pelanggaran-
peLanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Artgg;aranRumah Tangga dan/ atau
penyelewengan-penyelewenga n keuangan dan perbendatwraan organisasi oleh
Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/ abu tidak berfungsinya Dewan pengurus

Kadin Indonesia, setingga ketentuan-ketenhtan Anggiaran Dasar dan Anggaran
Runrah Tangga dan/ atau keputusan-kepufusan Munas tidak terraksana
sebagaimana mestinya.

(2) Munaslub.,.
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Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (l) diselenggaraka n berdasarkan
permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah lGdin provinsi dan satu per

dua dan jumlah Anggotr Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas
terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Kadin Frovinsi dan Pengurus Organisasi pensahaan dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2)

berdasarkan kepufusan rapat Devtan pengurus l&din provinsi, serta pengurus

Organisasi Pentsahaan dan Organisasi pengusaha Tingkat Nasional masing-
masing memberikan petingatan terhrlis terlebih dahulu kepada Dewan
Pengurus Kadin lndonesia abs tLal-hal sebagaimana dimaksud ayat (l)
sekaligus memberikan batus wakta paltng bma tiga puluh hari untuk
memperbaikinya.

b. Jika setelah batas wakttt sebagaimana dimaksud huruf a pingatan tersebut

tidak diindahkan oleh Dewan pengurus lGdin hdone sia, maka Dewan
Pengurus lGdin Provinsi serta pengurus Organisasi perusahawr dan
organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi penngatan terhrlis kedua

dengan memberikan batas wal<tu pabng lamz tiga puluh hari untuk
memperbaikinya.

c. Jila setelah batzs wal<J;; sebagaimana dimaksud huruf b Dewan pengurus

IGdin Indonesia nde"k juga mengqndal*annya, maka Dewan pengurus Kadin

Provinsi serla Pengurus organisasi perwahaan dan organisasi pengusaha

TinSkat Nasional sebagaimana dimaksud ayar (2), berdasarkan keputusan

rapat Dewan Pengurus Ibdin Prcivinsi dan pengurus organisasi perusahaan

dan organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dzhulu baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan

Munaslub.

a' setiap Dewan Pengurus lQdin Provinsi serta pengurus organisasi perusahaan

dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya
Munaslub dapat menaik kembali permintzannya jika yang bersangkutan

berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan pengurus

Kadin Indonesia.

(3)

b. Dewan ...
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b. Dewan Pengurus IGdin provinsi serta pengurus organisasi perusahaan dan
organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang menarik kembali permntaan
diadakannya Munasrub sebagarrnana dimaksud huraf a, ndak drtn,narkan
mengulangi permintaan atau ik t meminta dtadakawrya Munaslub unfuk
alasan kasus yang sama.

(4) Dewan Pengurus lGdin provinsi serta pengurus organisasi perusahaan dan
organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub
menjadi penyeLenggar a dan penanggangSawab Munaslab,

(5) Penyelenggara dan penanggangtrawab Mw.*sLub mempersiaplan tata tertib yang
juga memvat tata cara penyampaian pendapat. dan penrraran a?.s hal-hal yang
telah dilakukan oleh Dewan pengurus lGdin Indones ia, yang dtanggap b,rah
menyimpang dan/ atau tidak sesuai dengan Arggaran Dasar dan Anggata'.
Rumah Tanga., dan atas penyelewengan-penyelewengan keuanga:n dan
perbendaharaan organisasi dan/ ataa' ndak berfungsinya Dewan pengurus lkdin
Indonesia sebagaimana mestinya.

(6) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi d,an anggota.

(7) Peserta Munaslub terdiri atas:

a. Anggolz- Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaiht:
a,l, Para Kefua umum Dewan pengurus I(adin provinsi secara ex-officiq
a.2. utusan anggota l&din provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan pengurus

bngkap Kadin provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang
Munaslub, sebanyak dua orang;

b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi perusahaan dan
organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi
menjelang Mun aslub, dan diatur dalam Anggann Rumah Tangga;

c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

d. Dewan Pert'tmbangan l&din Indonesia; dan
e. f)elvan Fengurus lkdin Indonesia.

Peserb sebagainrana dimaksud ayat (Z) huruf a danb adajahpeserta penuh. peserla

harus memiliki r<ar'tuTanda Anggo@Biasa (KTA-B) r{,din yang masih berlaku.

(8) Pada...
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(8) Pada Mun aslub ttdak ada penugau.

(9) Hak peserta Mr.rnaslub:

a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (Z) huruf a dan haruf b
mempunyai hak suara,hakbicaru dan hak dipitih;

b. D ew an Penasehat Kadin Indonesia mempunyai to,k bicata dan hak drpirrh;
c' Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bican dan hak dipilih;

dan

d, Dewan Pengurus lGdin Indonesia 
.mempunyai twkbicaradan hak dipilih.

(10) Kewajiban peserta Munasrub adalah menaati dan meraksanakan semua ketenruan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketenruan_
ketenfuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RvmahTangga.

( 1 1) Munaslub mempttnyaiwewerurng:

a' rnenilai, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggangsawaban d,an/
atau KneEa Dewan pengurus lGdin Indonesia;

b. jika pertanggu n$awaban dan/ atav kinerja Dewan pengurus Kadin Indonesia
sebagaimana dimaksud huruf a ditorak at,'u fidak diterima, maka Munaslub
dapat memberhentikan Dewan penasehat, Dewan pertrmbangan, dan Dewan
Pengurus IGdin Indonesia;

c. dalam ha| terladi seperfi tersebu t pada hurur b, maka Munasrub segera merak-
sanakan pemilihan dan pengang$atan Dewan penasehat, Dewan
Pertinbangan, dan Dewan pengurus Iedin Indonesi a yangbarumelalui sistem
pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal L7 ayat (9).

(12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah j*a. dihadtioleh lebih dan satu
per dua dan jumlah peserta penuh sebagaimana dimaksud ayat (T) hun-tr a dan
huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mdngikat organisasi dan anggow
jika disepakafi secara musyawarah atau oreh suara terbanyak dan pserta yang
punya hak suara yangllaldir dztam Mwwslab.

(13) Jika kuorum tidak tercapairmaka Munasrub drtunda partngrama dtz- jam.

o4) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (r3) kuorum belum juga tercapai, maka
Munaslub drnyatakan batar dan permintzan untuk mengadakan Munasrub
dinyatakan gagur.

Pasal 19...
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Pasal 1 9

Musyawarah Nasional Khusus

Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, aAalah Mvnas unfak
menetapkan dan mengesahkan:

a. pentbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau

b, pembttbaran organisasi.

a. Munassus untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggamn Dasar

dan Ang3gran Runah Tangga sebagaimana dknaksud ayat (l) huruf a
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan amanat

Munas atau perrnintaan/persetujuan dari sekurang -krangnya dua per trga
jumlah IGdin Provinsi dan dua per tiga jtxrl|.iah Anggota Luar Biasa Tingkat

Nasional yang mengikuti Munas terakhir.

b. Munassus unfuk menetapkan dan mengesahkan pembubaran organisasi

sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b diselenggamkan oleh Dewan

Pengurus lGdin Indonesia berdasarksn permintaan dari sekurang-kurangnya

dua per nga jmlah lGdin Frovinsi.

Peserta Munassus terdiri atas:

a. AnggotaBnsayangdiwakili oleh utusan Anggota, yaitu:

a,7. Para Ketua Umum Dewan Pengurus lGdin Provinsi secara ex-officio,

a.2. Uhtsan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus

I*ng$ap l(adin Provinsi yang dtagendakan khusus untuk itu menjelang

Munassw, sebanyak dua orang;

b, Anggota Luar Bia.sa yang diwakili oleh ufusan Organisasi perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi

menjelang Munassus, dan diatur dalam Angg;amn Rumah Tangga.

c. Dewan Penasehat Kadin Indonesia;

d. Dewan Perirtbangan lGdin Indonesia; dan

e, Dewan Pengurus lGdin Indonesia.

Peserta sebagaimana dimaksad ayat (g) huruf a dan b adalah peserta penuh.

Pesertra harus memiliki Karts Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang masih

berlalat

(3)

(4) Peninjau.,.
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(4) Peninjau pada Munassus:

a. unfuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebag imana

dimaksud ayat (ll huruf a, ketenfuan mengenai peninjau Munassus sama

dengan ketentuan peninjau Munas sebagairnana dimaksud Pasal 77 ayat (5);

b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b, tidak

ada peninjau Munassus.

(5) Hak peserta Munassus:

a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan hurtf b

mempunyai hak suara dan hakbicara;

b. Dewan Penasehat IGdin Indonesi a mempunyai hakbicam;
c. Dewan Pert'tmbangan Kadin Indonesia mempunyai hakbican;
d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hakbican;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata lr;rnb dan ketentuan-ketentuan

Lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang lidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(6) Kewajiban peserta Munas sus adabh mertaatt dan melaksanakan semua ketentuan

Anggaran Dasar dan Arrggarun Rumah Tangga serla |ata tertib dan ketenfuan-

ketentuan lalu:r mengenai penyelenggaraan Munassus, wpanjang ndek
bertentangan dengan Anggamn Dasar dart Anggaran Rumah Tangga.

(7) a. Munassus untuk Wrabahan lnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dtnyatakan mencapai kuorum dan sah jilrv- dihadn oleh sekurang -kuratgnya
dua perttga dan }amlah Peserla Penuh sebagaimana dimaksud ayat (g) fuirul a
danhurufb.

b. Munassus untuk pembubaran otganisasi dinyatalan mencapai kuorum dan

sah jika dihadiri oleh seluruh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (31

huruf a dan hvwuf b.

(8) Apabila kuorum trdak tercapai maka Munassus dapat drtunda palirrg lama 2 (dw)
iam.

(9) Apabila...
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(9) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga

tercapai, maka Munassus dinyatal<an batal dan petmintaan vntuk nengadakan

Muna.ssus diny atakan gtgal.

(1O) a. Keputusan mengenai Wnyempwrraan atav'ptubahan Angguan Dasar dan

Anggaran Rttmah Tangga harus disepakati secara musyawarah atan oleh suara

terbanyak dari pesefia penuh yang hadir dalatu Munassus setelah Munassus

dinyatakan mencapai kuorum dan vh sebagaimana dimaksud ayat Q) huruf a.

b. IGputusan mengenai pembabaran organisasi harus disepakati oleh seluruh

pesefta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah

Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah rebagaimana dimalsud ayat

(D hurufb.

Pasa|20

Dewan Penasehat lGdin Indonesia

(1) Dewan Penasehat adalah penng$at organisasi Ikdin Indonesia yang dipilih dan

diangkat oleh Munas,

(2) Dewan Penasehat beranggotakan tokoh-tokoh dunra usalla nasional dan

masyarakat yang dtarggap mamplu memberikan pemikiran-pemikiran dalam

r angl<a pengembangan perekonomian Indonesia,

(3) Dewan Penasehat terdtn atas seoranS Keita dan beberapa Walcil Kefua serla

sejumlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

(4) Dewan Penasehat lGdin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berlanggung

jawab kepada Munas.

(5) Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat \G;din Indonesia:

a. nremberikan nasehat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta rnaupvn

tidak, dalam mngka pening]<atan daya saing ekonomi nasional sebagai

masukan dan usulan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai

kebutuhan.

b. Dewan ...
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Dewan Penasehat menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhir
tahun dan prediksi perkembangan ekonomi tahun berikuhrya kepada Dewan
Pengurus Ibdin Indonesia.

nrenyampaikan sara'.-saran untuk penyusuna n rancangan Kebijakan Umum
dan Rencana lGrja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan
ekonomi kepada Munas.

menyampaikan saran x,bagai bahan unfuk penyusunan rancangan program
kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada papat
Pimpinan Nasional.

bekerja secara kolektif yang tata cara\ya ditentukan dan drsepakatt daram
rupat Dewan Penasehat Kadin trdonesia.

Dewan Penasetat Kadrn Indonesia menyelenggarakan rapat-rapat sesuai
kebuttthan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, satu diantaranya
diselenggarakan sebelum Rapat pimpinan Nasional dan Musyawanh Nasionar,
Dewan Penasehat Kad.* Indonesira dapat merak*an rapat konsultasi dengan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia unhtk mendapat penlelasan yang
diperlukan.

I.

Pasal 2l

Dewan perfimb angan Kadin Indonesia

(1) Dewan Pertrmbangan Kadin Indone sia adarah perangkat organisasi Kadin
Indonesia ya'g terdiri atas peraku ekonomi dan wakil pengusaha provinsi yang
dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan
sebagaunarn dimaksud pasal 1,7 ayat (g).

(2) Dewan Perttmbangan Ikdin Indones ia beranggotakan pelaku-pelaku ekonomi
yang menya\urkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur pengusaha provinsi dari sehap
Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara ex-officiooleh Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin provinsi.

(3) Dewan...
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(3) Dewan Perfrmbangan Iedin Indonesia dipimpin oleh seorang lirlhta dan empat
orang wakil Ketua, terdiri dari unsw Usaha Negara, unsur Usaha Koperasi, unsur
usaha swasta, dan unsur pengusaha provinsi dan jika diperlukan dapat ditambah
sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dewan Perttmbangan Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya
ber:tanggang jawab kepada Munas.

(5) Tugas dan wewenang Dewan perlinbangan lG_din Indonesia:

a. nrelakukan pemantauan terlwdap peraksanaan Artgaran Dasar dan Anggaran
Rtxnah Tangga dan Keputusan-Kepufusan Munas;

b. menilai dan mengusulkan penyempurn aan dan/ atau penelitian rebth lanjut
atas laporan ker1a, keuangan, dan prbendahaman yang diajukan oleh Dewan
Pengurus Ikdin Indonesia;

c. nrelakukan pemantauan terhaaap dinamika Anggota Lvar Biasa agar tetap
sejalan dengan Kebijaksanaan umum Kadin dan memberikan pertimbangan
dan saran kepada Dewan pengurus Kadin Indonesi a mengenai pembinaannya;

d. nrenyampaikan pertimba ngan dan sann kepada Dewan pengurus Kadin
Indonesia baik diminta atz\tpun tidak mengena i hal-hal yang menyangkut
dunia usaha dan organisasi;

e. nrelakukan pengamatan dan penilaian atas pela!<sanaan bisnis yang bersih,
transpara\, profesional dan ettka bisnis oleh durua usaha dalam lingkup
nasional, regional, dan internasio rwr serta menyampaikan hasiL penlraian dan
saran-tindak kepada Dewan pengurus lGdin Indonesia;

f. menyampaikan pefirmbangan dan satan sebagai bahan untuk pen)rusunan
rancangan Program Umum organisasi kepada Munas, setelah menampung
aspirasi dan Anggota Luar Biasa dan pengasaha provinsi;

g. nrenrfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa untuk
menetapkan utusan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha Tingkat
Nasional pada Munas, Munaslub, dan Munassus sebagaimana dimaksud pasal

1.7 ayat (4) huruf b, Pasal 18 ayat (7) huruf b dan pasal t9 ayat (3) huruf b,
sesuai ketenfuan yang diatur dalam Anggnan ktmah.tanggai

h. menlrusun ...
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h. menyusun daf\ar nama ca|on Dewan Pet1atttbarrga:n Kadjn |ndonesia dan

DewanPensuruslbdinlndonesiadar'rAnggofuBiasaKadinsesuaidengan

ketentuan Pasal t huruf m yang memiliki K[A-B yang berlaku yang dicalonkan

atavpun mencalonkan diri sesuai .ketentuan Pasal 32, dan menyamput'zrnya

kepada Munas.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5),

DewanPertimbanganlQdinlndonesiadapatmemberikansaranmengenai
pelaksanaan kebijaksanaan organisasi, Anggann Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga,, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas kepada Dewan

Pengurus Kadin Indonesia.

(7') Dalam melaksanakan tagas dan wewenanS sebaSaimana dimaksud ayat (6),

Dewan Pertimb angan Kadtn Indonesia dapat membentuk komisi-komisi dan dan

di antara anggota Dewan Pertimba ngan l(adin Indonesia yang menjadi mitra kerja

yangbercamaan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(8) Dewan Perttmbangan Kadin Indonesia bekerla secara kolektif yanS tata catanya

ditentukan dan disepakati oleh dan dalan rapal pleno Dewan Pertimbangan lkdin

Indonesia yang diadakan menurut kebufuhan dengan ketentuan sekurang-

laarangnya satu kali setahun.

(9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan

mengadakan konsultasi atau rapat-tapat dengan Anggota Luar Bnsa, yaitu

Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagtr Badan Usaha Milik

Negara, Badan llsaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, dan Organisasi

Pengusaha Tingkat Nasional dan Pengasalw Provinsi.

(10) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyelenggatakan rapat pleno

tahunannya sebelunr diselenggarakatvrya Fg,pat Pimpinan Nasional, untuk

menyusun saran'satan yang akan Caaj'akan pada Rapat Pimpinan Nasional

tersebut.

(11) Rapat pleno Dewan Perfirnbangan lGdin Indonesia dtrryatzkan mencapai kuorum

dan sah jika dihadiri oleh lebih dan satrt pet dua jumlah arrgotanya dan

kepuhrsan dinyatakan satr dan mengikat anggof,'nya jika disepakati oleh suara

terbanyak dai anggota y ang hadtr.
(ID APabrla "'
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(lD Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda palinglama dua kaLi

30 (figa puluh) menit.

(13) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimalcsud ayat (12) kuorum ndak juga

tercapai tetapi dihadrri oleh sekurang -kurangnya sahr per tiga jumlah

anggolanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang

diambil adalah sah.

(14) Rapat pleno Dewan Pert'tmbangan Kadin Indonesia untuk pelaksana n fitgas dan

wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g, dilaksanakan

sebelum peny elenggaruan Munas/Munaslub/Munassus.

(1)

Pasal 22

Dewan Pengurus lGdin Indoresia

Dewan Pergurus I(adin Indonesia adalah pranfut orgatdsasi l<afun Itdorsia darr

merupakan pimpinan |ertinggi Igdirt mewakili organivsi keluar deu:.ked ano dngan rrtas

kepengurusan lima bhuqyang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui

sisiem pemilih an sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) terdiri &ri pengurus

Haian, Pengurus Harian l*ngTap, dan Pengurus kngfup.

(2) a- Penguus Harian I<admlndorsia adaJah Perangl@t De.unn Pergurus l{adin krdonesia yarg

Edllr: daxrK*nUmum &n Pa:a Walol IGfua Unuln

Pergunx llai:rinlrrrfup lQdin Indcnesia adalahPerzutglrzo- Deumn Perguns Ikdin
Indonesia yrg tudiri dar'Pagamsllarjian Kadin Indonesia dan Para Komiie Tetap lang
jwdafmla disesuaikan menund k#ufuharu

Pengurus Lenfup Kadin Irdmesia afuJah Pewtfut Deuan Pergmus lGdin Indcnesia

yarg brdiri dari Pengurus HariarL Pergurus Hat'rmlr,rd{ap enPara Wakil Kea,la I(omib

Tebp, &n Kelnm BadwvBadrr:. dNatus Keam knfug*Ir,tnLarga kmemal lGdin

Irdonesia

(3) Dewan Pengurus lkdin Indonesia Lrrfiryas menetapkan kebijakan pelaksanaan

fungsi dan tugas Kadin sebagaimarw dimaksud Pasal 9 dan pasal I0 serta

kepufusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta befianggang jawab kepada

Munas,

(4) Pemilihan ...
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(4) Pemilihan dan pengang]<,atan Dewan pengurus Iedin Indonesia dalam

Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Kefua umum Dewan pengurus

Ikdin Indones ia yang sekaligus merangfup sebagai Ketua Forrnatu r dan empat
anggota formatur sebag aimana dinraksud pasal lZ ayat (g).

(5) Komite tetap merupakan baglan kepengurusan Kadin Indones ia yang menangani
aspek-aspek lintas- sektoral.

(6) Dewan Pengurus Ikdin Indone sia dalam melaksanakan tugas sebagaimana
din.raksud ayat (2) berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan rcncana kerjal
b. mengangJ<at para Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap yang merupakan

bag\an dan kepengurusan Komite Tetap yang jumlal-ya disesuaikan menurut
kebtfithan;

c. membentuk badan-badan dan/ atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-
komite luar negeri Oilateral, muJtilateral), komite-komite khusus/teknis, lem_

b aga-lembaga, b adan -b aAan, dan y aya.saa-y ay asarl:,

d' men$entuk panrtia dan komiie khusus yang bersifat ad hoc,serta mengangkat
penasehat-penasehat ahli yang diperh*an untak berbagai keglatan r tugas, dan
usaha;

e. menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan penas ehat Kaarn
Indonesiia, Dewan Pefiimbangan Kadin Indonesia dan/ ab,' anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia yang melakukan plangg;atan atas Anggaran Dasar
dan Anggamn Rttmah Tangga, dan ketenfuan organisasi lailuirya, setelah
berkonsultasi dengan Dewan perfirnb angan liu,.din lndonesia;

f . menetapkan sanlsi organis asi terhaaap Dewan pengurus lGdin provinsi yang
tidak melaksanakzn dan/ atau melakukan pelanggaran atas ketenttan
Anggaran Dasar dan Anggann Rumah Tangga, dan ketenfuan organisasi
lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan lGdin Indonesia.

Pembentukan badan-badan dan/atzu lembaga-lembaga internal sebagaimana
dimaksud huruf c dan d, diatur tersendiri dalam keputusan Dewan pengurus

Kadin lndonesia, dan dalanr peraksa nnn tvgasnya bertanggvng jawab kepada
Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

I

(7) Dewan...
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(7) Dewan PenSurus Ikdin Indonesia mengesahkan dan mengukuhkan Dewan

Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus lGdin Provinsi hasil

Musyawarah Provinsi.

(8) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat mengangkat Anggota Kehormatan IGdin

Indonesia yang pengahffannya diteta;pkan lebih lanjtx dalam Anggaran Rumah

Tanga.

(9) Dewan Pengurus IGdin Indonesia bekerja secara kolektif yarLg tate caranya

ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rupat Dewan Pengurus lGdin
Indonesia.

(10) Dewan Pengurus lGdin Indonesira unfuk menetapkan keputusan mengenai

masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakul@n dalart rapat
yang mencapai kuorum dan sah j*a dihadiri oleh lebih dan sattt per dua jamlah

anggota Pengurus Hanan Le.ng$ap.

(ll) ApabiLa kuorum ttdak tercapar, maka rapat sebagainrana dimaksud ayat (lO)

ditunda selama dua kali lima belas menit,

(12) Jika sesudah dua kali penundaan sebagainwna dimalsud ayat (71) kuorum tidak
juga tercapu tetapi drhadrn oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah

anggotanya, mal<a rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang dtambil

adaLah sah.

(13) Dewan Pengurus lGdin Indonesia mengadakan Papat Pimpinan Nasional dan

rapat-rapaf lainnya yang dianggap perlu.

(14) Papat-Mpat Dewan Pengurus Kadin Indonesia:

a, Rapat Pengurus Hanan menelapkan kebijakan organisasi yang penting dan

nrendesak berdasarkan kepufusan-keputusan musyawarah, sekurang-

kurangnya satu kali dzlam 2 (dua) bvlan dan hasilnya harus dilaporkan

kepada rapat Pengurus Haian Lengkap,

b. Fapat Pengurus Harian Lengkap lGdin Indonesia menetapLan kebijakan dan

koordinasi atas kegiatan dan tugas-tagas Komite Tetap, dtalakan menurut

kebufuhan, sekunng-kurangny a satu kali dalam 3 (ngd buJan.

c. Rapat..,
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c. Rapat Pengurus Irngkap l(adin Indonesi:a menetapkan kebijaLan dan

koordinasi secara menyeluruh, dradakan menurut kebutuhan, sekurang-

kurangnya satu kali dalarr.6 (enam) bulan, satu di an&lranya draAakan

sebelum Rapat Pimpnan Nasional.

(15) Dewan Pengurus lGdin Indonesia menerima saran-saran baik diminta ataupun

tidak dan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbanganlkdin Indonesia.

Pasal23

Rapat Pimpinan Nasional

(1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat prmpinan jajaran

organisasi dalam mngfu koordinasi, sinkronisasi dan apaya-upaya sinergistik

daTam perencanaan dan pelaksanaan program-proguam ariar-jajann.

(2) Dewan Pengurus lGdin lrdonesia menyelenggarakan Rapimnas, sekurang-

larangnya satu kali dalam safit tahun, untuk menlalarkan ketentuan

sebagaimana ditentukan pada ayat (7).

(3) Rapimnas dihadii oleh peserla dan peninjatt.

(4) Peserta Rapimnas terdiri atas:

a. Dervan Penasehat Kadin Indonesia;

b. Dewan Pertimbangan IGdin Indonesia;

c. Dewan Pengurus IGdin Indonesia;

d. Ketua Umum-Kefua Umum Dewan Pengurus l(adin Provinsi;

e. Ictua Umum-Ketua Umum Anggota Lr:ar BiasaTtngSat Nasional.

(5) Peninjau Rapimnas terdinatzs:

a. AnBBota Kehonnatan l(adin Indonesia;

b. Utusan Dewan Pengurus lkdin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh

Dewan Pengurus Ikdin Indonesia;

c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang jumla}u:rya ditentukan oleh

Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

d. Direkhrr Eksekutif Kadin Indonesia dan lG;din Provinsi.

(6) Hak...
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Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimnas:

a. Setap peserta Rapimnas mempunyai twk yang vma, yaitrt hak suwa den hak
bicara.

b. Kewajiban peserta Rapimnas aAalah menaati dan melaksanakan semua

ketentuan Anggamn Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata terhb dan

ketenfuan-ketentuan Lain mengenai penyelenggiaraan Rapimnas, sepanjang

ttdakbertentangan dengan Anggaian Dasar dan !*tggaran Rumah Tangga.

c. Hak peninjau Rapimnas diatar dalam tata terttb pe,nyelenggaraan Rapimnas,

sepanjang ttdak beftentangan dengan ltnggaran Dasar dsn Anggaran Rumah

Tangga.

Rapimnas mempunyai wewelurng:

a, menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pmbagtran tugas setiap

jajaran organisasil

b. nrelakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik

dalam perencanaan dan pelaksanaan prcgram-program anta*jajaran;

c. nembantu Dewan Pengurus l@din Indonesia untuk memutuskan hal-hal yang

hdak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya diperlanggung -jawabkan

kepada Munas.

a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c,

Rapimnas harus mencapai kuorum dan drnyatakan s"h jika dihadiri oleh lebih

dari satu per dua jamlah peseria Rapimnas sebagainrana dimaksud ayat (4)

dan keputusannya dinyatzkan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawamh atau oleh ssara terbanyak dai psefia yang

hadir.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a ttdak tercapai, maka Bapimnas

dapat ditunc.a sebanyak-banyafu'rya dua kali satu jam.

c. Jika sesudah pewtndzan sebagaimarw dimaksud huruf b kuorum belum juga

tetcapai, maka Rapimnas teta'p dilangsungkan dan semva keputusan yang

dtambil adaLah sah dan mengjkat organisasi dan anggotu jika disepakati secara

musyawarah abu oleh suara terbanyak dari peset+a yanghadb.

(7)

(8)

LL

PasaL24 ,,,
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Pasal 24

Sekretariat IGdin Indonesia

(1) Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan ptogtam kerla yang

dttetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, serta menyelenggarakan program

layanan kepada Anggota dan dunia usaha.

(2) Sekretariat IGdin Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif

nrerupakan tenaga professional yang bekerja penuh wakfu,

yanS

bukan

pengusaha/ pegawai negeri/swasta dan tidak boleh drrangkap oleh Dewan

Pengurus, Dewan Penasehat dan/ atau Dewan Pertimbangan.

(3) Direktur Eksekutif Sekretariat Kadin Indonesia daLam melalsanakan layanan

kepada Anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban

men)nlsun ptogram kerla dan anggaran tah'urwn sekretariat untuk disahkan oleh

Pengurus Harian Ikdin Indonesia.

(4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatubn (fit and
proper tesb dai calon-calon yang diseleksi secara terbul<a, dtang]<at dan

diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Harian IGdin

Indonesia.

(5) Direktur Eksekutif mengajukan sfnrktur organisasi Sekretarirat Kadin Indonesia

unfuk ditetapkan oleh Pengnrus Hanan Kadrn lndonesia

Pa.sa|25

Musyawarah Provinsi/ l{ahapaten/1totu,

( 1 ) Musyawarah Frovinsi dan lbbupaten/ l(ota:

a, untuk Provinsi disingkat Muprov, adalah perang$at organisasi Kadin Provinsi

sebagai lembaga perwakilan anggota dan merttpakan brnbaga kekuasaan

tertings Kadin Provinsi;

b. untuk I(abupaten/Kota disingkat Mukab /M'rkota, adalah perung$at organisasi

lfcdin lbbupaten/Y\ota sebagai lembaga anggota dan mentpakan lembaga

kekuasaan teftinggi l&din lGbupat en/Kota;

(2) a. Muprov/ ...
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(2) a, Maprov / i|v{;tlJrab/ Mttkota diselenggankan sata kalt dalam 5 (lima) tahun oleh

Dewan Pengurus Kadin Provinsi,/Kabupaten/Y\ota masing-masing yang

pelaksanaannya paling cepat 2 (dud bulan sebelum atau paling lambat dua

bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir;

b. Dewan Pengurus lGdin Provinsi/Yabupaten/Y'ota membeitahukan secara

tertulis renca a penyelenggaman Muprov/Mukab /Mvkota selarnbat-

lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada:

b.1. untuk Muprov: Kadin Indonesia, perang$,at lGdin Pncvinsi, Kadin

l(abupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa lGdin Provinsi;

b.2. untttk MukablMukota: lhdin Provinsi, perungkat Kadin Kabupaten/ Kota,

Anggota Luat Biasa Ihdin lbbupaten/Kotz dan Anggota Biasa yang

bersangkutan.

(3) Muprov/Mukab/ Mvkota masing-masing dihadiri oleh pes erb dan peninjau.

(4) Peserta Muprov,/Mukab/Mukota terdid atas:

a. 1 . untuk Muprov : Anggotz Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:

c.

d.

a.7.7, Para Kefua Dewan Pengurus l(aArnl{abupaterr/l<ota secaru ex-offrcio,

a.1,.2. Utusan Anggota Labvpaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan

Pengurus Innglap l(adin Kabupaten/lbta yang Htusus diadakan

menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang;

unfuk Mukab/Mukota: Anggota Biasa yangbercang\cutan;

untuk Muprov: Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh

utusan OrSanisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi

yang dipilih melalui konvensi menielang Muprov, dan dtatur dalam

Anggar an Yumah T angg;a;

Dewan Penasehat Kadrrr Provinsi/kabup aten/ Kota yang bersangkutan;

Dewan Pertimb angan Kadin Provinsi/I&bupate n / Il-citz yang bersangl<wtzn;

Dewan Pengurus l(adin Provinsi/ l<ebupaten/I<ota yang bersangkutan.

Peseria sebagaimana dimaksud huruf a,1., a,2, danb adalah peserta penuh.

Peserta harus memiliki KaftaTanda Anggota Biasa (KIA-B) yang masih berlaku.

a.2.

b.

(5) Ketentuan...
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(5) Ketentuan mengenai Peninjau Muprov/Mukab /Mt;Jrota dtattlur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

(6) Hak peserta Muprov / Mukab / Mukota:

a.1. untuk Muprov: Peserla Penuh mempunyai bak suara yang mencakup hak

memilih Kefua Umum Dewan Pengurus lGdin Provinsi yang sekaligus

merangkap Kefua Formafur dan 4 (empat)'orang anggota" formafitr, hak
bicara dan hak dipilih;

a,2, untuk Mukab/Mukota: Peserla Penuh mempunyai hak suam yang mencakup

hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadim lhbupaten/Kota yang sekaligus

merangkap Kefua Forrnafur dan 4 (empat) omrlg arLggclz, formain, hak
bicara, hak drpihh dan hak mengusulkan nama calon Dewan Penasehat,

Dewan Pettimbangan dan Dewan Pengurus l<adrn llabupaten/Kota melaLur

Dewan Pertimba ngan Yra'din lbbupaten / Kota;

b. Dewan Penasehat l{adtn Pnrvinsi/Kabupaten/Kotu" yang bersangkutan

mempunyai hak bicaru dan hak drprhh;

c, Dewan Pertimbangan lkdin Provinsi/I(abupaten /l(oA yang bersangkutan

nrempunyai hakbicaru dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus l(adin Provirui/Kabryaten/lbta yang bersangkutan

mempunyai hakbicara dan hak dipilih.

(7) Kewajiban peserta Muprov/Mukab /Mrli.&lots, aAalah menaafi. dan meLalrsanalan

semua ketentuan Anggprarr Dasar dan Anggamn Rumah Tangga serta tata l.rrnb

dan ketenhnn-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mlkab/
Mukota sepanjang trdak bertentzngan denga.n Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

(8) Muprov/Mukab / Mukota mempunyai wewenang:

a, memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertangga gJawaban atas

peLak-saraan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendatwraan dai
Dewan Pengurus Ikdin Frovinsi/IQbupaten/Kota yang bersangkutan, serta

perlangganglawaban peLaksanaan tugas Dewan Pertimbangan dan Dewan

Penasehat yang bersangkutan;

b. menetapkan ...
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menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi lkdin
Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang *jalan denga:n program

Umum Organisasi Tingkat Nasional;

menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Kadin fuovvtsi/Kabupaten/lbta
yang bersanghttan, yarrg seialer. dengan kebijakan umum organisasi yang

tingkatny a lebih tinggi;

menetapkan kepufusan untuk menyele satkan prmasalahan organisasi dan

masalah - masaLah p enhng latnny a;

memilih dan mengangl t Dewan Penasehat, Dewan Pefiirnbangan, dwt
Dervan Pengurus Kadin Provinsi /l{abapaEn/Kota yang bersangkutan.

Pemilihan dan penganglatan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangart darr

Dewan Pengunrs sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e difakukan melalui

sistem pemilihan Kefua Umum Dewan Pengurus IGdin Provinsi /Ketua Dewan

Pengurus Kadin lG,bupaten / I<ota masing-masing, yang sekaligus merangkap

sebagai kefua fornafur dan 4 (empat) omng anggota formatur.

Formatur sebagaimana dimaksud hurul a dibei kepercayaan dan wewenang

untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasehat, Dewan Pet{trnbangan, dan

Dewan Pengurus Kadin Provinsi /lbbupaten/Kota yang bersangkutan.

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus IGdin

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipilih dengan mengatamakan

nama-nama dan daflar nama calon yang disusun oleh Dewan Perttmbangan

masing-masing.

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin

Provinsi/Ikbupaten/Kota terpilih selanjutnya dimintakan pengesahan dan

pengakuhannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih

tinggi.

Tatz, cara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus lGdin
Provinsi/Kabup aten/ l<ota dratlTr dalam Anggaran Rumah Tangga.

b.

(lo) Muprov/ ...
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(10) Muprov/Mukab /Mukota duryat*an mencapar kuorum dan sah jika dihadiri
oleh:

a. unhrkMuprov: lebih dari satuper duadari jumlah peserla penuh.

b. untuk Mukab /Mukota: lebih dai satu per dua jumlah peserta penuh.

Dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang

nrenrpunyai hak suara yang hadir dalam Maprov / Mukab/ Mukota yang

bersangkutan.

(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Muprov/Mt*ab/Mr*ota yang bersangkutan

dit:undapalinglama 2 (dua) jam.

(12) JiVa sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (17) kuorum belum juga

tercapairmaka:

a. untuk Muprov:

a.l. Jika Muprov dihadiri oleh sekurang-hxangnya saf:rr per tTga dai jumlah

Peserta Penuh, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua

keputusan yang diarnbil adalah sah dan mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak

dari peserta yang punya hak suara dalam Muprov.

a,2, Jika yang hadir kurang dai satu per nga dari jumlah Peserta Penuh,

nraka Muprov ditunda palinglama S (nge) bu,lan, dan Dewan pengurus

IGdin Frovinsi segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Muprlcv

dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri

Muprov kepada Peserta dan Peninjau Muprov.

a.3. Jika, sesudah penrxrdaan sebagaimana dimaksud hwul a.2. kuorum tidak
juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsung$an, dan semua kepufusan

yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika

disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta

yang pvnya hak suara ya ghadft dalam Muprov.

b. untuk Mukab/Mukota:

b.1. Jika...
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b.l,.J*a MukablMukota dihaArn oleh sekurang-t<urangnya satu per tiga

dan jumlah Peserta Penuh, Mvkab/Mttkota tetap drlangsungkan, dan
semua keputusan yang diambil adalah sah d,an mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak

dari tu:ggotz Biasa yang hadir dalamM*ab/Mukota.
b.2, Jika yang hadir kurang dari sah,r per hga jumlah peserla penuh,

Mukab/Mukota drtunda paling lama 3 ggd bulan, dan Dewan

PenSurus Kadin lbbupaten/Kota segera menjadwalkan kembali

penyelenggaraan Mukab /Muko ta dan meng;Amkan pemberitahuan dan

ttndangan kenrbali nrenghadiri Mukab/Mukota l<epada pesefia dan

Peninjau Mukab / M'akota.

b.3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud hvrut b.2. kuorum tidak
juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua

keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan

anggota jika disepakati secara nrusyawarah atau oleh suara terbanyak

dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

Pasal26

Musyawarah Provinsi/IQbupaten / Kota Luar Biasa

(1) Musyawarah Frovinsi,/I(abupaten/Y,ota Luar Bia.v", disingkat Muprovlvb/
Mukablub,/Mukotalub, adalah Musyawarah yang diselenggarakan dr luar jadwaL

berh.ala Muprov/Mukab/Mukota untuk meminta pefiznggungSawaban Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/ lhbupaten/ Kota mengenai pelanggann-pelanggaran

prinsip atas Anggaran Dasar dan Angamn F.umah Tangga dan/ atau
penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/l<abupatsn/lbta, dan/ atau tidak berfungsinya
Dewan Pengurus l&din Provinsi /Ihbupaten/lbta, sehingga ketentuan-ketentuan
A&ggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/ atza keputusan-keputusan

Muprov/Mukab/ Mukota tidak terlaksana sebagatnana mestinya.

(2) Muprovlub/ ...
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(2) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (l) diselenggara-

kan berdasarkan pernintaan dan:

a. untnk Muprovlub: sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan sata pr dua dan jumLah Anggota

Luar Biasa Tingkat Provinsi yang mengikuti Muprov terakhir yang merupakan

hasil keputusan rapat Dewan Pengurus masing-masing;

b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya satu per dva jumlah

Anggota Biasa Kabupaten/Kota, yang bersangkutan yang mervpakan hasil

kepuhrsan tapat Dewan Pengurus masing-masing.

(3) Pernrintaan penyelenggaraan Muprovlub / Mukablub/Mukotalub sebagatntana

dimaksud ayat (l) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai

berikut:

a. Ad^nya peingatan terhrlis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus lGdin

Provinsi,/Ikbupaten/Kota atas hal-ha| sebagaimana dimalsud ayat (l)
sekaligus memberikan batas wakbt paling Lama 30 (tiga puluh) hari untuk

ner.nperbaikinya yang diberikan:

a.1, untuk Muprovlub oleh Dewan Pengurus KaAn l@bupaten/Kota

sebagaimana dimalisud ayat (Z) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin

Kabupate n / Kota masing- mas ing yang bersanglwtzn;

a.2. vnhtk Mukablub/Mukotalub oleh Anggota Biasa sebagaimarla

dimaksud ayat (21 huruf b.

Jika setelah batas waL<tu sebagaimana dimaksud huruf a pnngatan tersebut

trdak dtindal*an, maka Dewan Pengurus lGdin Provinsi/lbbupaten/ Kota

diberi peringatan tertulis keduz dengan batas wakit pabrg lama tiga puluh

hari untuk me mperbaikrnya.

Jika setelah batas wakhr sebagainzna dirnaksud huruf b Dewan Pengurus

Kadin Provinsi /Ibbapaten/Kota nd* juga mengindahkan peringatan tertulis

kedua tersebut. maka:

c.1 . untuk ...
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c.1. unhrk Muprovlub: Dewan pengurus Kadin Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud ayat (2) ht''uf a, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dapat mengajtkan permintazn untuk mengadakan
Muprovlub berdasatkan kepufusan rapat Dewan pengurus Kadin
Kabupaten/ I(ola masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu;

c.2, unhtk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b secata bercama-sama dapat mengajrrlian prmintaan
untak mengaAakan Mukablub / MukotaLub.

a. settap Dewan Pengurus lGdin lGbupaten/Kota/ Anggota Biasa yang meminta
diadakannya Muprovlub/Mukablub/M'kotarub dapat menarik kembali
perrnintaannya jika yang bersangkutan berpndapat telah te}adi kesalalwn
daLam penrlaian atas Dewan pengurus lGdin provinsi /yabupaten/Kotz.

b, Dewan Pengurus Kadin rbbupaten/Kota/ Anggotz Bia.sayang menarik kembali
permintaan dtadakatnya Muprovhtb/Mukablub/Mukotalub *bagainana
dimaksud huraf a tidak drbenarkan mengulangi permimtaat atau ikut meminta
diadakannya Muprovlub/M*abLab/M'kotarab untuk alasan kasus yang
sama.

Penyelenggaru dan penattgungtrawab Muprovlub,/Mukablub/Mukotalub:
a' untuk Muprovlub: Dewan-Dewan pengurus lGdin lGbupaten /rbta yang

bersangkutan yang meminta diad,al<arnya Muprovlub menjadi penyebnggara
dan penanggxtg jawab pelaksanaan Muprovlub seterah berkonsurtasi terlebih
dahula dengan Dewan pengurus Kadin trdonesia;

b. untuk Mukabrub/Mr*otalub: Anggota Biasa yang bers ang$ttanyang meminta
diadakannya Mukablub/Mukotalub menjadi penyelenggan dan penanggtng
jawab pelatrs anaan Mukablub / Mukotatub setelah berkonsultasi terlebih
dahulu dengan Dewan pengurus Kadin provinsi yang bersangkutan.

(s)

(6) Penyelenggara ...
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(6) PenyelenSgara dan penangganl iawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub
mempersiapkan tata rcrnb yang juga memuat t,;ta cara penyampaian pendapat
dan penilaian atas hal-hal yang teLah dilakukan Dewan pengurus yang
bercangkutzn yang dianggap telah menyimp ang dan atau trdak sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggann Rumah Tangg a, dan atau pnyelewengan
keuangan dan perbendaharuan organisasi dan/ atau tidak berfungsinya Dewan
Pengurus Ikdin Provinsi / Iebup aten / y.ota,

(7) Keputusan-keputusan Muprovlub/MukabLub/M*otalub mengikat organisasi
dan anggota.

(8) Peserta Muprovlub / Mt*abLub / Mr*otalab:
a.l. untuk Muprovlub: Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggo ta, yaiht:

a.1.1,. Pam Ketua Dewan Pengurus yadim l@bapaten/Kota secara ex-officiq
a.1,.2. Utusan Anggota kzbupaten/kota yang dipilih dalam papat Dewan

Pengurus lr;ngl<zp I(aAtn (ebupaten/Kotu yang khusus diadakan
menjelang Muprov, sebarryak dua orangl

a.2. untuk Mukablub/MukotaLub: Anggota Biasa yang bersang]<utan;

b. untuk Muprovlab: Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan organisasi
Perusahaan dan organisasi pengusaha Tirykat provinsi yang dipilih melalui
konvensi menjelang Muprov, dan dtatur dalam Anggatan Rumah Tangga;

c. Dewan Penasehat Kadin provinsi/Kabup aten/l(ota yang bersangkutan;
d. Dewan Pertimb angan Kadtn provinsi/IGbup aten/Kota yangbewng(atan;
e. Dewan Pengurus l&din Provinsi / Ibbupaten / Kota yang bersang]<ttan.
Peserfa sebagainrana dimaksud huruf a danb adalah peserta penuh

Peserta harus memiliki rkrtaTanda Anggota Biasa (KIA-B) yang masih berlaku.

(9) Peninjau pada Muprovlub/Mukablub/Mukotalub hanya Dewan pengurus yang
ttngj<atan or ganisasiny a lebih tinggi.

(1 0) FIak peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:

a.1. unfuk Muprovlub: Peserta penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak
nremilih Ketua umum Dewan pengurus IGdin provinsi yang sekaligus

merangkap Kefua Fonnatur dan 4 (empat) orang anggota formatur, hak
bicara dan hak dipilih:

a.2, unt:,*,..
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a.2. unhI* Mukzblub/Mukotalub: peserra penuh mempunyai hak suara yang
mencakup hak memilih Ketua Dewan pengurus r{*drn Kabapaten/rbta yang
sekaligus merang)<ap Ketua Forrnatur dan empat orang anggob forrnatur,
hakbicam dan hak dipilih;

b, Dewan Penasehat Kadrn provinsi/IGbupaten./I(ota memp unyu hak brcam
dan hak dipilih;

c. Dewan Pertimbangan l&din provinsi /y,,abapaten/Kota mempunyai hak
bicara dan hak dipilih;

d. Dewan Pengurus l&din provinsi /Kabupaten/rbte yarLg bersangkutan
mempunyai hakbicara dan hak dipilih.

(11) Kewajiban peserta Muprovl ub/ Mulrablub/Mukotalub adabh menaat dan
melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggara,. Rumah Tangga
sefta tata tertrb dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan

Muprovlub/Mukablub / Mr,d..otaLub sepa'jang |.dak bertentzngan dengan
Anggaran D asar dan Anggaran Rumah T angga,

(1 2) Muprovlub / Mukablub /Mukotalub mempunyai wewenang:
a. Menilai, menerinra, dan mengesahkan atau menolak pe,ttanggangsawaban

dan/ atau kinerja Dewan pengurus I(adin provinsi /r@bupaten/l$ta masing-
masing,

b, Jika pefianggongJawaban dan atav kinerja Dewan pengurus lkdin
Provinsi/Kabupaten/r(ota sebagaimana dimaksud huruf a ditotak atau, trdak
diterima, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat rnemberhentikan

Dewan Penasehat, Dewan pertimbangan, dan Dewan pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

c. Dalam hal terladi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muprovlub/
Mukablub/Mukotalub segera mengadakaxt pemilihan dan penganglratan
Dewan Penasehat, Dewan pertimbangan, dan Dewan pengurus l(adin
Provinsi/IQbupaten/Kota baru yang bersangkutan dengan mengafumalan
nama-rwn1a yang tercar.hlm dalam daftar calon yang drustakan pada
Muprov/Mukab/ Mukota sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan ura
sebagaimana dimaksud pasal ZS ayat (9) dan selanjutnya dimintakan
pengesahan dan pengil<vharnya kepada Dewan pengurus yang setingkat lebih
tingSi.

(13) Muprovlub/ ...
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(13) Muprovlub/M*abrub/Mr*otalub dnyaakan merrcapai kuorum dan sah jrkz
dihadiri oleh:

a. untuk Muprovlub: sekurang-kurangnya dtn per nga da.. jumlah utusan
Anggota sebagaimana dimalaud ayat (g) hwaf a.l dan hlr:ut d serta
keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dan peserta yang
mempunyai hak suara yanghadb dalam Muprovlub yang bersangkutan;

b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kura ngnya dua per ttga dan jumtah
Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (a\ hurut a.2
dan keputusannya drnyatahan sah dan mengikat organisasi dan anggota jito-
disepakati secara muayawaxah atau oleh suara terbanyak dari peserra yang
mempunyai hak suata yang hadfu dalam Makablub/Mukotalub yang
bersangkutan.

(14) Apabila kuorum trdak tercapai, maka Muprovlub/M*ablub/Mvkotalub yang
bersangkutan ditunda palingLama Z (dua) jam.

( 1 5) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga
tercapai, maka Muprovlub/ Mukablub/ Mukotalub yang bersangku tan dinyataka,n

batal, dan permintaan untuk mengadakan Muprovlub/ Mukablub / Mukotalub
dinyatakan gagw.

PasaL 27

Dewan Penasehat Kadin provinsi,/IGbupate n / Kota

(1) Dewan Penasehat IGdin Provinsi/lebupaten/lbta adalah perangkat organisasi
Ikdin Provinsi/Kabupaten/Kota yang te'din day'. tokoh-tokoh dunia usaha
Provinsi/Ikbupaten/Kota dan masyarukat yang dipilih dan diangkat oleh
Muprv/Mukab /Mukota.

(2) Dewan Penasehat Ikdin provinsi/lbbupaten/lbta beranggotakan tokoh-tokoh
dunia usaha Provinsi/IGbupaten/rbta dan masyaral<at yang dtanggap mampv
memberitan pemikiran-pemikiran dalam 

''ngS, 
pngembangan perekonomian

Provinsi,/ I(abu paten / I(ota ber sang]<ttan.

(3) Dewan...
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(3) Dewan Penasehat lGdin provinsi /lbbwpaten/Kota terdti atas seorang rGtua dan

beberapa wakil Ketua serta sejumlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

(4) Dewan Penasehat Kadin provinsi /Kabtpaten/Kob, dabrn melalsanakan ta8ru;rLya

bertanggang jawab kepada Maprov / Mukra;b / M*ota.
(5) Tugas dan wewenang Dewan penasehat l&din provins i/Kabupaten/Kota:

a. n-remberikan naseLtat mengenai perkembangan ekonomi baik dimrnta rnavpurL
tidak, dalam rangfu pnngsatan daya saing ekonomi
Provinsi/Kabupaten/rbta sebagai masukan dan usulan kepada Dewan
Pengurus Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai kebutuhan.

b, Dewan Penasehat Ibdin proviru i/Kabapaten/rbta menyampailan anzli*
perkembangan ekonomi setiap akhir tahrn dan prcdiksi perkembangan

ekonomi tahttn berikutnya kepada Dewan pengurus Kadin
Provinsi,/Ibbup aten / Kota.

c. Dewan Penasehat Iedin provins i/yabupaten/ Kota memilih dan menyusun
nanla-nama yang mewakili Kadin provinsi/Kabupaten/Kota di dalan badan
arbitrase serta mengusulkannya melalui Dewan pengurus IGdin
Provinsi,/ Kabu p aten / Kota,

d. menyampalkan saran sebagai bahan unt* pen)rusunan rancangan Kebijakan
Umunr dan Rencana IGrja Organisasi, khususnya yang menyangkut
perkembangan ekonomi kepada Muprov / Mukab/ Mukota,

e. nenyampaikan saran sebagai bahan vntt* peny4sunan rancangan prctram
kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada papat

Pimpinan Provinsi/Ikbupaten / Kota,

f. bekerja secara kolekfif yang tata caranya ditentukan dan disepakah dalam
rapat Dewan Penasehat Kadin provinsi /I(abupaten/Kota,

g. Dewan Penasehat Kadin provinsi /Kabupaten/rkta menyelengg arakan rapat-
rapat sesuai kebutuhan sekurang-kura ngnya 6 (enam) bulan sekali, serta
diantaranya diselenggamkan sebelum Rapat pimpinan lGdin provinsi/

Kabupaten / lbta dan Muprov / Mukab / Mttkob,.
h. Dewan Penasehat lGdin provins i/ Kabupaten/rbta dapat melal<*an mpat

konsultasi dengan Dewan pengurus Kadin provins i/ rbbupaten/Kota unnd
mendap at penj elasan y ang diperlukan.

PalB.l28...
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Pasal 28

Dewan Pertimbangan l&din provinsi/Kabup aten/ I(ota

(1) Dewan Perttmbangan Kadin provinsi /lbbupaten/lbta adalah pemng$at organi-
sasi Kadin fuoimsi/Kabupaten/lbta yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil
pengusatwkabapaten/kota yang dipilih dan dtartgfut oleh Muprov,/ Muprovlub/
Mltkeb / Mvkablub / Mvkota/ MukotaLub mastng-masing melalui sistem pemilihan
sebagaimana dirnaksud pasa| 25 ayat (9).

(2) Dewan Perlimbangan tkdin provinsi / lebupaten/Kota beranggotakan:
a. unfuk p'ovinsi: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur

pelaku ekonomi yang jumrahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditamb^h
unsur pengusaha dari settap kabupaten/kota di provinsi yang bersanglutan,
yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan
Pertimbanga.n Kadin (bbupaten / Kotai

b. untuk kabupaten/kota: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi kefiga
unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Dewan Perltmbangan Kadin provinsi /Kabupaten/Kota dipimpin oleh:

a' untuk provinsi: seorang Kehn dan empat orang wakil Kefua, dari unsur usaha
Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur Usaha Koperasi, unsur usaha swasta

dan unsur Pengusaha Kabupaten/Kota, iika, diperlvkan jumlah dapat ditambah
sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan Kefua Dewan perttmbangan Kadin
Provinsi secara ex-officio merupakan anggota Dewan pertimbangan r(adin
Indonesial

b. unfuk kabtpaten/kota: seorang (Gtua dan bebenpa orang Wakil Ketua

dengan ketenfuan Kefua Dewan pertimbangan yadin Kabupaten/Kota secara

ex-officio merupakan anggota Dewan perfimbangan Kadin provinsi yang
bersangkutan.

(4) Dewan Pertimbangan Kadin provins i/rbbupaten/yatz daJarn melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov / Mukab / Mvkota masing-masing.

(5) Tugas ...
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(5) Tugas dan wewenang Dewan pertimba ngan r{adin proirsi/rbbupaten/rbta:
a' melalcukan pemant'tan terhadap pelaksanaan Artggaran Dasr dan anggaran

Rumah Tangga dan Keputusan_Keputusan Muprov/Muka b/Mukota masing_
masing;

b' menilai dan mengusurkan penyempu rnaan d,an/ atau penelifian lebih lanjut
atas laporan kerja , keuanga n, dan perbendaharaan yang diajukan oreh Dewan
Pengunrs masing- masingl

c' nrerakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa rkdrn
Provinsi/Kabupaten/Kota masing_masing agar tetap re,jalan dengan
Kebijaksanaan umurn Kadin dan memberika n pr'nmbangan dan saran-saran
kepada Dewan pengurus l(adin provins i/lebupaten/Kota masing_masing
mengenai pembinaanny a;

d, menyampaikan pertimba ngan dan saran kepada Dewan pengurus masing_
masing, nrengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha danorganisasi;

e' melakukan pengamatan dan penilaian atas peraksanaan bisnis yang bersih,
tuansparan, dan profesional oreh d'ania usaha daram ring)<up nasional,
regional, dan internasionar serra menyampaikan hasil penilaian dan saran-
tindak kepada Dewan pengurus Iedin provinsi/IGbu paten/Kota masing_
masingl

f. menyampa ikan perhmbangan dan saran sebagai bahan untak penyusunan
rancangan Program Umum Organisasi provinsi/ Iebupaten/Kota kepada
Muprov,/Mukab/Mrtkota yang bemangkutan, setelah menampuf,ig aspirasi
dari Anggota L'ar Biasa provinsi,/IGbup aten/Ko6 masing-masing, serta
PengusahalG,bu;paten/I(ota;

g' menlrusun daftar nama caron Dewan pertimbangan dan Dewan pengurus

IGdin Provinsi / rbbupaten/ Kota dan Anggota Biasa Iadin yang bercangftutan
sesuai dengan ketentuan pasal I huruf m yang dicalor*an ataupun
mencalonkan diri sesuai ketentuan pasal Sl, yang memiliki KIA_B yang
betlal<t, dan menyampaftarnya kepada Muprov /Mr;ilrab/Mt;ir<ota yarg
bersangkutan.

(6) Dalam...
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(6) Dalanr melaksanakan tugas dan wewerumg sebagaimana dimaksud ayat (5),

Dewan Pertimbangan Kadin Frovinsi /rbbupaten/rbta dapat memberikan saran
mengenai peraksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
kebijaksanaan Dewan pengurus Kadin provinsi/IGbup aten/Kotz yang
bersangkutan, dan mengenai pelaksanaan Kepufusan-Kepufusan Muprov/
Mukab,/Mukota masing-masing kepada Dewan pengurus lkdin provinsi,z

lbbupaten/Kota.

(7) Dalam rnelaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), setiap
Dewan Pertimb angan r(adin provinsi,/Iebup aten/Kota dapat membentuk komisi_
komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadr mitra kerja bidang-bidang
yang bersanaan dai Dewan pengurus lGdin provinsi /rhbupaten/ Kota masing-
masing.

(8) Dewan Pertimbangan Ikdin provins i/Kabrpaten/Kota bekeqa secara kolektif
yang tata caranya ditenfukan dan disepakatr oleh dan daram rapat preno Dewan
Pertimbangan lGdin provinsi,/Iebu patnn/rbta ya,.g dtadakan menurut
kebutahan, dengan ketenfuan sekurang-kurangnya satu kali setahun.

(9) Penanrpungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (s) huruf f dilakukan dengan
mengadakan konsultasi ataa rupat-rqpat dengan Anggota Luar Biasa, yaita
organisasi Perusahaan yang keanggo taat*.ya terbuka bags Badan usaha Mirik
Negara, Badan Llsaha Koperasi, dan Baaan usaha swasta, seria organisasi
Pengusaha Tingkat provinsi/Ibbupaten/Kob masing-masing serta pengusah4

lbbupaten/ I(oia untuk Kadin provinsi.

(lo) Dewan Perimbangan lGdin provins i/r<abupaten/Kob" menyerenggarakwr rapat
pleno tahanannya sebelum diselenggarakannya Rapat pimpinan provinsi/
Ibbvpaten/Kota masing-masing, untuk menyusun vranyang al<an dtajtil n paAa
Rapat Pimpinan masing- masing.

(11) Rapat pleno Dewan perttmbangan Kadin provins i/Kabapaten/Kota dinyatar n
mencapai kuorum dan sah jika dihadii oreh tebih dari satu per dua jumlah
anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika
disepakati oieh suara terbanyak dan anggota yanghadfu.

(12) Apabila...
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(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda pahng lama &n kal

3o $ga puluh) menit.

(13) Apabira sesudah penundaan tersebut ayat o2\ kuorum trdak juga tercapai tetapi
dihadiri oleh sekurang'larangnya satu per 

',ga 
jumlah an:tgotanya, maka sidang

pLeno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambit adaLah sah.

(14) Rapat pleno Dewan perttmbangan Kadin provins i/rebupaten/rbta vnfik
pelaksanaan tagas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (S) huruf f dan
huruf g drlaksanakan sebelum penyerenggaman Muprov/Muprovl ub/M*ab/
Mukablub / Mukota/Mukotatub masing-masing.

Pasal29

Dewan pengurrus Ikdin provirui / Kabupaten / I(crk-

(1) Dewan Pengurus Iedin provinsi/l@bupaten/l(ota aaalah perangfut organisasi
IGdin Provinsi /rebwpatsn/Kota dan merupakan pimpinan terfinggi Kadin tingkat
yang bersangsutan, mewakili organisasi keluar dan kedatarr., dengan masa
jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari pengurus Harian, pengurus

Hanan Letg}ap, dan pengarus Lengkap.

(2) Dewan Pengurus lQdin Provinsi /lebupaten/Kota berhrgas melaksanakan tugas,
fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dirnaksud pasal 9 dan pasal 10 serta ke-
putusan-keputus an Muprw / Mukab / Mukota dan Rapimpro v / Rapimkab / Rapm-
kota dan bertanggang jawab kepad,a Muprov/Mukab/Mutota.

(3) Dewan Pengurus lGdin Provinsi /Ibbupaten/ Kota terdiri atas:

a. Untuk Provinsi :

a.1. Pengurus Harian r(adin provinsi adalah Ketua umum dan para wakil
Kefua Umum.

a.2. Pengurus Haian l.e.ngkap lbdin provinsi adalah pengarus Haian dan
Para Ketua Komite Tetap yang jttmJatmya disesuaikan menurut
kebutuhan.

a.3. Pengnrus Lengkap Kadin provins i adalah pengurus Haian, pengurus

Haian Le,ngkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap d,an Ketua Badan_Badan
dan/ atau Ketua kmbaga-lc.nbaga Internal lGdin provinsi,

b. Untuk...
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b. Untuk lQbupaten/Ibta :

b.1. Pengurus Haaan Kadtn rbbupaten/r(ota adatah I ri.h,, dan para wakil
Ketua.

b-2. Pengurus Harian r.engkap Ikdin l&bupate n/Kota adalahpengurus Frarian
dan Para Ketua Komite Tetap yang jamratnya disesuaikan menurut
kebutuhan.

b'3' Pengurus Lengkap redtn Kabupaten/Kota ad,,lah pengurus Harian, peng-

urus Harian le.ngkap, para waki| Ketua l(omite Tetap dzn Ken', Badan-
Badan dan/ atau Ketua Lembaga-r.embaga Internal r(,dtn rbbapaten/rbta

(4) Pemilihan dan pengang]ratan Dewan pengurus I&din provins ilKabupaten/Kota
dalam Muprov / Muprovlub / M*ab / M*ablub / Mvkotu / Mttkotalub dilakukan
melalui sistem pemilihan llotua umum Dewan pengurus provinsi,/Ketua Dewan
Pengurus rkbupaten/Kota yang sekarigus merangl,p xbagaiKetua Forrnatur dan
empat anggota tornratur sebagaimana dimaksud pasaL ZS ayat (g),

(5) Dewan Pengurus IGdin provinsi /Ibbupaten/lbta dipilih:
a. unfuk Provinsi: dengan mengu.:tamakan ,7ama-nama dan daftar nama calon

yang disusun oleh Dewan pettrmbangan ledin provinsi masa iabatan
sebelumnya.

b. untuk rbbupaten/r(ota: dengan mengutamakan nama-nama dan daftar nama
calon yang disusun oleh Dewan pertimbangan rbdin Kabupaten/Kota masa
jabatan sebelunnya berdasarkan caJon-caLon yang diusurkan oleh Anggota
Biasa I(abup aten / l(ota y ang bersangkutan.

(6) Komite Tetap merwpakan bagqan kepengurusan Ikdin provinsi /l{abupaten/Kota
yang menangani aspek-aspek lintas_sektoral.

(7) Dewan Pengurus Lengkap Kadin provinsi/tGbu paten/r(ota merrpakan
kelengkapan perang]<at organisasi Tingkat provinsi/Kabup aten/Kota, terdiri atas
Dewan Pengurus lGdin provinsi/Kabup aten/Kota sebagafunana dimaksud ayat (s)
huruf a dan huruf b ditambah para wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan-
Badan dan/ atau Le,mbaga-r*mbaga internar sebagaimana dimaksud ayat (g)
huruf c.

(8) Dewan...
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(8) Dewan Pengurus Kadin provins i/rebupaten/Kotz data"r- meraksanakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (2) berwervng:
a. menetapkan kebljakan dan rencanakerla;
b, mengangkat wakil Kefua Komite Tetap sebagai bagsan kepengarusan Komite

TetapbiLa dipedukan;

membentuk badan'badan dan/ ataw lembaga-Lenbaga internal, seperti komite-
komite luar nege i btla|n,ral, dengan r(a.din atau organisasi sejenis di luar negeri
yang sefingkat (provinsi atau negara bagSan, unfu& provinsi, distrik/kota
untuk Kabupaten/Kota), serta komite-komite khusus/teknis, lembaga_
lemb aga, badan -b adan, dan y ay asan - y ay asan;

membentuk konrite-konrite khusus dan paniha-pani$a yang bercifat ad-hoc
dan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagu
kegiatan, tugas dan usaha;

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota berwewenang menetapkan
sanksi organisasi terhadap, anggota Dewan penasehat, anggota Dewan
Pettimbangan, dan/atau anggota Dewan Pengurus l@din
Provinsi/Kabupaten / Kota yang bersangku tan yang melakukan peranggaran
atas Anggaran Dasar dan Anggamn Rumah rangga, dan ketentuan organisasi
Iainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan pertimbangan masing-masing;

f. Dewan Pengurus Kadin provinsi berwewenang menetapkan sanksi organisasi
terlwdap Dewan Pengurus r,.din Kabupaten/yata yang adak meraksanakan
dan/ atau melakukan peranggaran atas Anggaran Dasar danAnggaran B.'mah
Tangga., dan ketentuan organisasi rainnya, seterah berkonsurtasi dengan
Dewan Pertin-rbangan Kadin provinsi.

Penrbentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga intemal sebagaimana
dimaksud huruf b dan huruf c diator tersendiri dalam Keputusan Dewan
Pengurus Kadin Provinsi / Kabupaten/ Kota berdasarkan perahrran organisasi yang
ditetapkan oleh Dewan pengurus IGdin Indonesia.

(9) Dewan Pengurus Iedin provinsi mengesahkan dan mengukuhkan Dewan
Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan pengurus Kadin Kabupaten/Kota
hasil Muprov,/ Muprovlub,/Mukab /MtlsbLub/rvrttkob/Mukotarub di provinsi yang
bersangkutan.

(10) Dewan...
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(10) Dewan Pengurus lGdin Provinsi/Kabvpatnn/Kota dapat mengang$at turggota

Kehormatan pada ingkatannya masing-masing, yang w gaturarTrlya drtetapkan
lebihlaryut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(11) Dewan Pengurus IGdin Provinsi/Kabupaten/lbta bekerla secara kolektif yang
tatacaranya ditentukan dan dtsepakatt oleh dan dalam rapat rnasing-masing.

(12) Dewan Pengurus Kadin Provinsi /Kabupaten/Kota untuk menetapkan kepufusan

mengenai masalah-masalah keorganis asian yang mendasar harus dilakukan
dalam rupat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadii oleh lebih dari saht per

dua jumlah anggota Pengurus Harian Lengkap.

(13) Apabila kuorum tidak tercapai, ntaka rapat sebaga.imana dimaksud ayat (12)

ditunda palinglama dua kali 30 (tiga puluh) menit.

(L4) Apabila sesudah peutndaan sebagaimana dimaksud ayat (lS) kuorum trdakjuga
tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per Aga jvlrLlah

anggotanya, maka rapat tetap dtlangsungSan dan semua keputusan yang diambrl

adalah sah.

(15) Dewan Pengurus l(adin Provinsi/lbbupaten/I(ota mengadakan Rapat pimpinan

Provinsi / Kabupa ten/ Kota dan rapat lainnya yang dianggap perlu.

(16) Rapat- Rap at Dewan Pengurus lGdin Provinsi,/ l(abvpaten/Kotz:

Rapat PenSurus Hadan IQdin Provinsi /Kabupaten/Yata menetapkan

kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-

keputusan nrusyawarah, sekurang-kura ngnya setll kah dalam 2 (dua) Lnilan

dan hasilnya barus dtlaporkan kepada rapat Pengurus llanan Lengl p Kadn
Provinsi / lG;bupaten / lbta.
Rapat Pengurus Hanan bngJ<l;p lGdin Provinsi/Kabup atsn/Y,ota menebpkan

kebijakan dan koordinasi atas keg1atan dan tugas-fugas Komite Tetap,

diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu ka,h dalam S (trga)

bulan.

Rapat Pengurus l*ngkap Kadh Provinsi./Kabup aten/Kota menetapkan

kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, dradakan menurut kebutuhan,
sekurang-kurangnya sahr kah dalam 6 (enam) bulan, satu dtantaranya

diadakan sebelum Rapat Pimpinan provinsi/Ibbupaten/l$tz.

b.

(17) Dewan...
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(77) Dewan Pengurus Kadin provins i/rebupaten/Kota menerima saran-saran. baik
diminta ataupun tidak, dan Dewan penasehat, dan Dewan pertim bangan masing-
masing,

Pasal 30

Rap at p impinan lGdin provinsi,/ IGbu paten / Kota

(1) Rapat Pimpinan r.,ain provinsi/Iebup aten/Kota, disingkat Rapimprov/
I{apirr*ablRapi'rkota, adaLah npat pimpinan jajaran organisasi daram nngka
koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik daram prencaraan dan
pelaksanaan program-prcgram antar_ jajaran paAa timgfut masing_masing.

(2) Dewan Pengurus Ikdin provinsi /rbbupaten/r(ota menyerenggarakan Rapimprov/
Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kura ngnya satu kaLi daram satu tahun, unfuk
menjaLankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7),

(3) Rapimprov / Rapimkab /Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.

(4) Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimko ta terdti atas:
a, Dewan Penasehat masing-masing;

b, Dewan Pertimbangan masing-masing;

c. Dewan pengurus masing- masing;

d. Ketua-Ketua Dewan pengurus Ira.drn l@bapatenlKota untuk Rapimprov; dan
e, Ketua setiap Anggota Luar Bis.sa Kadin provinsi /l@bupaten/Kota.

(5) Peninjau Rapimprov,/Rapirntrab/Rapimkota terdiri atas:
a, Anggota Kehormatan Kadin provinsi /Kabupaten/lbta yang bersang]<ttan;
b.1. untuk Fapimprov: Direktur Eksekutif l&din provinsi dan Kadfui

Kabupaten / I(otz yang betsang]<ttan;
b'2. untuk Rapimkab/Rapimkota: Direktur Eksehrtif rraain rbbapaten/Kota yang

bersangJcutan,

(6) Hak dan Kewajiban peser'a dan peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota:
a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama,

yaiht hak suara dan hakbicara

b. Kewajiban...
































